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LEMBARIN DAERALH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

aor : 6 Tahun 1981 Seri C,y lOs: 2

-

PERATURAN DaERAI KABUPATEN DAIRLH
TINGKAT II MAGELANG,

NOMOR ¢ 1 TAHUN 1981,
TENTLNG

IJIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUT/N UMUM
DIWILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAGELALN G.

DENGaN RAHMAT TUHAN YANG MAHL ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

iimbang :a.,Bahwa guna menjamnin kelancaran dan
ketertiban angkutan dengan kendara—
an unum serta kelestarian usaha di-
bidang angkutan, perlu adanya kese-
imbangan antara kebutuhan dan pena-
waran jasa angkutan unmun diwilayah
Kzbupaten Daerah Tingkat II Mage -
lang ;

‘b, bahwa untuk moksud tersebut, perlu
mengambil langkah-langkah kearah pe
nertiban dan sekaligus menberikan
bimbingan dan pengarahan terhadap
perusahaan~perusahaan yang bergerak
dibidang angkutan umun, ;

c.bahwa berhubungan dengan itu, dipan
dang perlu menetapkan peraturan Lag
rah tentang Ijin Mendirikan Perusa=
hoan Angkutan Umum diwilayah Kabup2
ten Daerah Tingkat II Magelange
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ngingat :i.Und ng=undang Nopo Tahun
N3 ten agg Po oﬁ~pokoﬁ gom%rintézgﬁ’di

Daerah ;

2.Undang-undang Nomor 1% Tahun 1950 jo,
Peraturan Pemerintah Nomor %2 Tahun
1950, tentang Pembentukan Daerah-Dag
rah Kabupaten Dalan Lingkungan Prop=
pinsi Jawa Tengah ;

3.Undang=-undang Nomor 12/Drt, Tahun
1957, tentang Peraturan Unum Retribu
.81 Daerah ;

L.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965,
tentang Lalu Lintas dan ingkutan
Jalan Raya ; '

S5eSurat. Keputusan Gubernur Kepala Dae-
rah Tingkat I Jawa Tengah Nomor:Hulk,
93/1976, tentang Pedouan Pemberian
Ijin Mendirikan Perusahaan /Angkutan
Diwilayah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah ;

6.Surat dari Inspektorat Wilayah Pro -
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 25 Juni 1960 ifomor 356/19/SK
/80, perihal pungutan terhadap mobil
Penumpang ( Colt ), Pick Up, Truk
.dan Bus

7.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Magelang Nomor 8 Tahun
1977, tentang Beaya Perijinan dan Be
“aya Ldministrasi,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupatean Paerah Tingkat Il Magelung.
MEMUTUSKAN :

MENETAPKLN : PERATURAN DiERAH KABUPATEN DAFRAH
i s DLERAH TINGKAT IX MAGELANG TENTANG
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JIN MENDIRIKAN PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM DIWILA-
gpH KABUPATEN DAERAH TIMGKAT II MAGELANG,

BAB I
KETENTULN UMUM
"Pasal 1

palall Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Ne

de

Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten
Daerah Tingkat II Magelang;

Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepalapaerzs
Tingkat II Magelangy

DPRD, ialch Dewan Perwakilan Rakyat Dzaerah Ko-
bupaten Daerch Tingkat II Magelang; .

DLLAJR ialah Dinas Lalu Lindas dan ingkftan
Jalan Raya Wilayah dalom Wilayah Kabupaten Dao-
erah Tingkat II Magelang dimana Perusahaan

Angkutan didirikan;

Organda Cabang ialah Organisasi Peruszchazan o=
sional ingkutan Kendaraan Bermotor Cabang Ma -
gelang dimana Perusahaan fngkutan Unun didiri-

kan;
Perusahaan fAngkutan Unum ialah Perusahaan yang
menyelenggarakan angkutan orang dan atau ba -

rang dengan kendaraan bermotor roda tiga atau
lebih yang berdomisili dalam wilayah Kabupaten

Paerah Tingkat II Magelang; -
Kendaraan Bermotor ialah setiap kendaraan yang

digerakkan dengan peralatan tehnik yang ada
pada kendaraan tersebut dan biasanya diperguna
kan untuk mengangkut orang atau baromg dijalan
sclain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Kendaraan Bermotor umun ialah setiap kendaraon
bermotor roda tiga atau lebih yang biasanya di
pergunakan oleh unum dengan pembayaran;

Ijin ialah Ijin mendirikan Perusahaan angkutan
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Unun sébagaimana dimaksud dalam pas¢l 27 Undang-i. ..
unddngNomor3 Tahun 1965,

BADB II
PENDIRTILFEF
Pasal 2

(1)<Untuk mendirikan Perusahaan /lnglutan Unun ho-
rus nendapat ijin dari Bupati Kepala Daersh,

(2)1jin dinaksud dalan ayat (1) vposal ini tidak
nembebaskan Perusahaan Angkutan Unun yeng ber
sangkutan dari ketentuan lain yeng berlaku
bagi pendirian Perusahaan,

BAB IIZ
PROSEDUR
Pasal 3

Pernohonan ijin disampaikan secura tertulis kepe-
da Bupati Kepala Daerah lewat Kepalz DLLAJER,

B A B IV
PESYARALAT LN
Pasal 4

(1).Untuk nendapat ijin, pemohon diharuskan mene-
nuhi persyaratan sebagai berikut

asPersyaratan Unmun :

1,Penohon dapat berbentuk perorangan atau
‘Badan Hukun,

2,Penohon merupakan pengusaha Nasional,

jow@_ﬁﬂw :
Bagi pemohon 1jin yang telah nemiliki kendn
raan bermotor unmum,” hakapengejuan surat ped
nohonannya harus dilampiri : ‘
1.4kte otentik pendirian perusahaan,
2.8urat buktl pemilikan kendaraan bernmoter

unun,
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3eSurat bukti memiliki parasi/ter :
panan kendaraan, garasi/tenpat penyim

heSurat pernyataan tidak akan mempergunakan
Jalan unum untuk berpangkal,

SOIjiin HoOo $

6eSurat keterangan dari Organda Cabang bah-
wa pemohon adalah anggotanya,

(2)/Bagi pemohon ijin yang belum memiliki kendara
an bermotor umum, diwajibkan mendapat persetu
- Juan-—prinsip lebih dahulu dari Bupati Kepalza ——

Daerah,
BAB V
PEMBERIAN IJIN/PERSETUJUAN PRINSIP
Pasal 5

(1).Bupati Kepala Dcerah memberikan ijin atau su-
rat persetujuan prinsip setelah menerima per-
mohonan dari yang bersangkutan beserta pertin
bangan tertulis dari DLLAJR. -

~ (2) .Pertimbangan DLLAJR sebagaimana dimaksud ayat

(1) pasal ini didasarkan atas hasil peneliti-

an terhadap : .

a.Physik atas lokasi/bangunan perusahacn dan
syarat administrasinya,

b.Kendaraan yang dimiliki peruscahacn dan per-
syaratan tehnik laimnyae

c.Foktor keseimbangan antara penawaran dan
permintaan ckan jasa angkutan,
do.Faktor persyatatan keamanan lalu lintas,

(3).Ijin atau surat persetujuan prinsip diberikan
atas nama pemohon dan tidak boleh dipindah ta
ngankan kecuali dengan persetujuan Bupati Ke=
pala Daerah.

Pasal 6

f_l ) . Surat persetujuan prinsip berlaku seclama 6
i (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang,
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(2).Selana jangka waktu dimaksud delan ayat (1) -
asal ini,pemohon harus sudah dapat menunjuks=
an syara{-syarat yang tercuntun dalam surat

-persetujuan prisip.

(3).Apabilaf£enohon sudah dapat mevujudkan persya
ratan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, naka
untuk nendapat ijin diwajibkan menmenuhi prose
dur dinaksud dalan pasal I Per:turan Daecrah

ini.
Pasal 7

Terhadap penolakan permohonan ijin atau surat per
setujuan prinsip sebagaimana dinakeud pasal 5 Pe-
raturan Daerah ini, yang bersaugkutan dapat ninta
banding kepada Gubernur Kepala baerah dalan joangs
ka waktu 30 hari sesudah surat penclakan diferima,

Pasal 8

Ijin sebagainonn dimaksud ayat (3) Peraturan Dae-
rah ini dapat dicabut oleh pemberi ijin apabila
penochon :

2. Menberikan keterangan tidak benar pada waktu
nengajukan surat permohonan ijin,

b, Tidak dapat mewujudkan persyaratan-persyaraton
yang tercantum dalam surat persetujuan prinsip,

Bi4iB VI
MA4S, BERLAGKUNYA IJIN
Pasal 9

(1).Ijin berlaku untuk jangka wektu 2 (dua) tahun
dan dapat diperbaharui atas pernohonan penegaog
ijin,

(2).2(dua) bulan sebelun jangka waktu dimaksud da

lan ayat (1) pasal ini berakhir, pemegang ijin
{ harus sudah nengajukan permohonan pembaharuan
& ijinnya melalui prosedur dan persyratan dinakd
k,; sud dalam pasal 3, pasal 4 ayat (1) dan pasal
.~ . 10 Peraturan Deerah ini,
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. "(3)+Dalam hal permohonan pembaharvan ijin sompai

»c + dengan batas waktu bera~khirnya 1jin lama be-
lun juga diterina, maka 1jin lama tetap berla
ku sanpal dengan diterima keputusan,

BaB VII
BEAYA PERIJINAN

Pasal 10

(1).Beaya untuk nmendapatkan ijin ditentukan sebo-
gal berikut :

2.,Bagi perusahaan angkutan otobis atau truk
sebesar Rp, 15000y=~

b.Bagi perusahaan angkutan mobil penumpang
sebesar Rp. 5.000,--

{2).Beaya untuk mendapat surat persetujuan prin -
sip dinoksud dalam ayat (2) pasal 4 Peraturan
Daerah ini, ditetapkan scbesar Rp, 2.500,--

(3).Besarnya beaya=beaya tersebut dalam ayat (1)
dan (2) pasat ini tidak ternasuk beaya metes -

ral,
BABVIII
KETENTUAN PIDiNa
Pasal 11

(1).S8etiap peruschaan yang nenyelengsarakan usahe
angkutan kendaraan bermotor umun dengan tidak
neniliki ijin, kepadanya dapat dikenakan tin-
dekon hukum berdasarkan ketentuan dinaksud &
lan pasal 32 Undang-undang Nonor 3 Tahun 1965
(Lenbaran Negara tahun 1965 Nomor 25),

(2).Perbuatan sebagainana dinaksud ayat (1) pasal
ini adalch langgaran,

1 B 4 B IX
KETENTUAN PERALIHAN

| et i
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Pasal 12

Semua ijin yang d;kgluarkan sebelum berlakunya -
Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis

masa berlakunya.
| BAB X
KETENTUAN LAIN=LAIN

Pasal 13

(1).Setiap perusahaan angkutan diwajibkan memberi
kan laporan tertulis kepada Dinas Lalu Lintas
.dan Angkutan Jala. Raya.

(2).Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini, disertaipula sargn-saran atau usul-usul
mengenai peningkatan tertib dan keamanan lalu

lintas,
R A ? XI
KETFNTUAN PENUTUP
Pasal 14

Hal<hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah
ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Dae-
rah dengan persetujuan. Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15
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Pasal 15
i:;am Dacrah ini milai berlaku sejak tanggal diundang-

b . L]
~aw Yy

MageIang 19 Januart 1961

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG BUPATI KEPALA DAERALH

POGa) TINGKAT 11 MAGELANG,

ttd. ttd,

(F. SOENARTO). (SOEPARDI)
N1K.: Go 3065 / A, NIP.: 080014350,

DISYAHKAN

Surat Keputusan Gubernur Diundangkan Dalam Lenba-
Kepala Daerah Tingkat I Daerah Kabupaten Daerah

Jawa Tengah tanggal 31 Tingkat II Magelang,
Maret 1981,Nomor ; 188, Nomor 6 Tanggal 20 april
3/866/1981. 1981, Seri C, Nomor : &.
Sekretaris wilayah Da- Sekretaris Wilayah Daes =
raho I‘ah.
ttd. ttd.

( NAWALWTI., S, ) ( R, SOEDJARWO B.is ).
T NIP,: 500026890, T NIP,: 010007661,

-
PR T T W e e e
i A Lieat o - »
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